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BAB I

PENDAHULUAN

A . LATAR BELAKANG

Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan
pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya,
sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari
kehidupan bangsa Indonesia.

Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu
diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamamalan nilai-nilai
luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap
penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan,

baik di pusat maupun di daerah.

BAB II

B. RUMUSAN MASALAH

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia,
yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam
mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang
adil dan makmur.Makalah ini bertujuan membahas secara garis besar bagaimana
proses lahirnya pancasila sampai ditetapkan sebagai dasar negara dengan

menggunakan pendekatan historis.

BAB III

PEMBAHASAN

SEJARAH PANCASILA

Dalam rapat BPUPKI pada tanggal 1 juni 1945, Bung Karno menyatakan antara
lain:"Saya mengakui, pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah

H.B.S. di Surabaya, saya dipengaruhi seorang sosialis yang bernama A. Baars, yang



memberi pelajaran kepada saya, — katanya : jangan berpaham kebangsaan, tetapi
berpahamlah rasa kemanusiaan seluruh dunia, jangan mempunyai rasa kebangsaan
sedikitpun. Itu terjadi pada tahun 1917. akan tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah,
ada orang lain yang memperingatkan saya, ia adalah Dr. Sun Yat Sen ! Di dalam
tulisannya “San Min Cu I"” atau “The THREE people’s Principles”, saya mendapatkan
pelajaran yang membongkar kosmopolitanisme yang diajarkan oleh A. Baars itu. Dalam
hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan, oleh pengaruh®The THREE people’s
Principles” itu. Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr.
Sun Yat Sen sebagai penganjurnya, yakinlah bahwasanya Bung Karno juga seorang
Indonesia yang dengan perasaan hormat dengan sehormat-hormatnya merasa
berterima kasih kepada Dr. Sun Yat Sen, -sampai masuk ke liang kubur.”

Lebih lanjut ketika membicarakan prinsip keadilan sosial, Bung Karno, sekali lagi
menyebutkan pengaruh San Min Cu I karya Dr. Sun Yat Sen:"Prinsip nomor 4 sekarang
saya usulkan. Saya didalam tiga hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu
kesejahteraan, prinsip: tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Saya
katakan tadi prinsipnya San Min Cu I ialah “Mintsu, Min Chuan , Min Sheng” :
Nationalism, democracy, socialism. Maka prinsip kita .....harus ...... sociale
rechtvaardigheid.”

Pada bagian lain dari pidato Bung Karno tersebut, dia menyatakan:”"Maka demikian pula
jikalau kita mendirikan negara Indonesia merdeka, Paduka tuan ketua, timbullah
pertanyaan: Apakah Weltanschaung” kita, untuk mendirikan negara Indonesia merdeka
di atasnya?Apakah nasional sosialisme ? ataukah historisch-materialisme ? Apakah San
Min Cu I, sebagai dikatakan oleh Dr. Sun Yat Sen ? Di dalam tahun 1912 Sun Yat Sen
mendirikan negara Tiongkok merdeka, tapi “"Weltanschaung” telah dalam tahun 1885,
kalau saya tidak salah, dipikirkan, dirancangkan. Di dalam buku “The THREE people’s
Principles” San Min Cu I,-Mintsu, Min Chuan , Min Sheng” : Nationalisme, demokrasi,
sosialisme,- telah digunakan oleh Dr. Sun Yat Sen Weltanschaung itu, tapi batu tahun
1912 beliau mendirikan negara baru di atas “"Weltanschaung” San Min Cu I itu, yang
telah disediakan terlebih dahulu berpuluh-puluh tahun.” (Tujuh Bahan Pokok demokrasi,
Dua - R. Bandung, hal. 9-14.)



Pengaruh posmopolitanisme (internasionalisme) kaya A. Baars dan San Min Cu I kaya
Dr. Sun Yat Sen yang diterima bung Karno pada tahun 1917 dan 1918 disaat ia
menduduki bangku sekolah H.B.S. benar-benar mendalam. Ha ini dapat dibuktikan pada
saat Konprensi Partai Indonesia (partindo) di Mataram pada tahun 1933, bung Karno
menyampaikan gagasan tentang marhaennisme, yang pengertiannya ialah :

(a) Sosio — nasionalisme, yang terdiri dari : Internasionalisme, Nasionalisme

(b) Sosio — demokrasi, yang tersiri dari : Demokrasi, Keadilan sosial.

Jadi marhaenisme menurut Bung Karno yang dicetuskan pada tahun 1933 di Mataram
yaitu : Internasionalisme ; Nasionalisme ; Demokrasi : Keadilan sosial. (Endang
Saifuddin Anshari MA. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, Pustaka Bandung1981, hqgl 17-19.)
Dan jika kita perhatikan dengan seksama, akan jelas sekali bahwa 4 unsur marhainisme
seluruhnya diambil dari Internasionalisme milik A. Baars dan Nasionalisme, Demokrasi
serta keadilan sosial (sosialisme) seluruhnya diambil dari San Min Cu I milik Dr. Sun Yat
Sen.

Di dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 juni 1945 itu antara lain berbunyi
:"Saudara-saudara ! Dasar negara telah saya sebutkan, lima bilangannya. Inikah Panca
Dharma ? Bukan 'Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban,
sedang kita membicarakan dasar.....Namanya bukan Panca Dharma, tetaoi....saya
namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa.....namanya ialah
Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan
negara Indonesia, kekal dan abadi. Kelima sila tadi berurutan sebagai berikut:

(a) Kebangsaan Idonesia;

(b) Internasionalisme atau peri-kemanusiaan;

(c) Mufakat atau domokrasi;

(d) Kesejahteraan sosial;

(e) Ke-Tuhanan.

(Pidato Bung Karno pada tanggal 1 juni 1945 dimuat dalam “20 tahun Indonesia
Merdeka” Dep. Penerangan RI. 1965.)

Kelima sila dari Pancasila Bung Karno ini, kita cocokkan dengan marhaenisme Bung

Karno adalah persis sama, Cuma ditambah dengan Ke Tuhanan. Untuk lebih jelasnya



baiklah kita susun sebagai berikut:

(a) Kebangsaan Indonesia berarti sama dengan nasionalisme dalam marhaenisme, juga
sama dengan nasionalisme milik San Min Cu I milik Dr. Sun yat Sen, Cuma ditambah
dengan kata-kata Indonesia.

(b) Internasionalisme atau peri-kemanusiaan berarti sama dengan internasionalisme
dalam marhaenisme, juga sama dengan internasionalisme (kosmopolitanisme) milik A.
Baars.

(c) Mufakat atau demokrasi berarti sama dengan demokrasi dalam marhaenisme, juga
sama dengan demokrasi dalam San Min Cu I milik Dr. Sun Yat Sen;

(d) Kesejahteraan sosial berarti sama dengan keadilan sosial dalam marhaenisme, juga
berarti sama dengan sosialisme dalam San Min Cu I milik Dr. Sun Yat Sen.

(e) Ke-Tuhanan yang diambil dari pendapat-pendapat para pemimpin Islam, yang
berbicara lebih dahulu dari Bung Karno, di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 juni
1945.

Dengan cara mencocokkan seperti ini, berarti nampak dengan jelas bahwa Pancasila
yang dicetuskan oleh Bung Karno pada tanggal 1 juni 1945, yang merupakan”Rumus
Pancasila 1", sehingga dijadikan Hari Lahirnya Pancasila, berasal dari 3 sumber yaitu:
a) Dari San Min Cu I Dr. Sun Yat Sen (Cina);

b) Dari internasionalisme (kosmopolitanisme A. Baars (Belanda).

c) Dari umat Islam.

Jadi Pancasila 1 juni 1945, adalah bersumber dari : (1) Cina; (2) Belanda; dan (3)
Islam. Dengan begitu bahwa pendapat yang menyatakan Pancasila itu digali dari bumi
Indonesia sendiri atau dari peninggalan nenek moyang adalah sangat keliru dan salah !
Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sebelum sidang pertama BPUPKI itu berakhir,
dibentuklah satu panitia kecil untuk :

a) Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan pidato yang
diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945.

b) Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamirkan Indonesia merdeka.
Dari dalam panitia kecil itu dipilih lagi 9 orang untuk menyelenggarakan tugas itu.

Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian diberikan



nama dengan “Piagam Jakarta”.

Dengan begitu, maka Pancasila menurut Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan ini
merupakan Rumus Pancasila II, berbeda dengan Rumus Pancasila I. Lebih jelasnya
Rumus Pancasila II ini adalah sebagai berikut ;

a) Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari‘at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya;

b) Kemanusiaan yang adil dan beradab ;

c) Persatuan Indonesia ;

d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan ;

e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumus Pancasila II ini atau yang lebih populer dengan nama Pancasila menurut Piagam
Jakarta tertanggal 22 Juni 1945, yang dikerjakan oleh panitia 9, maka pada rapat
terakhir BPUPKI pada tanggal 17 Juni 1945, secara bulat diterima rumus Pancasila II
ini.

Sehari sesudah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, terjadilah rapat
“Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (PPKI). Panitia ini dibentuk sebelum
proklamasi dan mulai aktip bekerja mulai tanggal 9 Agustus 1945 dengan
beranggotakan 29 orang. Dengan mempergunakan rancangan yang telah dipersiapkan
oleh BPUPKI, maka PPKI dapat menyelesiakan acara hari itu, yaittu:

a) Menetapkan Undang-Undang Dasar ; dan

b) Memilih Presidan dan Wakil Presiden dalam waktu rapat selama 3 jam.

Dengan demikian terpenuhilah keinginan Bung Karno yang diucapkan pada waktu
membuka rapat itu sebagai ketua panitia dengan kata-kata sebagai berikut ; “Tuan-
tuan sekalian tentu mengetahui dan mengakui, bahwa kita duduk di dalam suatu zaman
yang beralih sebagai kilat cepatnya. Maka berhubungan dengan itu saya minta
sekarang kepada tuan-tuan sekalian, supaya kitapun bertindak di dalam sidang ini
dengan kecepatan kilat.”

Sedangkan mengenai sifat dari Undang-Undang Dasarnya sendiri Bung Karno

berkata:"Tuan-tuan tentu mengerti bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar



sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah
revolutie grodwet. Nanti kita akan membuat undang-Undang Dasar yang lebih
sempurna dan lengkap. Harap diingat benar-benar oleh tuan-tuan, agar kita ini harus
bisa selesai dengan Undang-Undang Dasar itu.”

Dalam beberapa menit saja, tanpa ada perdebatan yang substansil disahkan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, dengan beberapa perubahan,
khususnya dalam rumus pancasila. (Pranoto Mangkusasmito, Pancasila dan sejarahnya,
Lembaga Riset Jakarta, 1972, hal. 9-11.)

Adapun Pembukaan undang-Undang Dasar, yang didalamnya terdapat Rumus Pancasila
I1, yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, adalah sebagai berikut :
PEMBUKAAN

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri
kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu
gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Alloh Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan
luhur, supaya berkehidupan bebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini
menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan
kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melasanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada : Ke- Tuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta

mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”



Dengan demikian disahkannya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI pada
tanggal 18 Agustus 1945, maka Rumus Pancasila mengalami perubahan lagi, yaitu:

a) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

b) Kemanusiaan yang adil dan beradab ;

c) Persatuan Indonesia ;

d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan ;

e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perubahan esensial dari Rumus Pancasila II atau Pancasila menurut Piagam Jakarta
tanggal 22 Juni 1945 dengan Rumus Pancasila III atau Pancasila menurut Pembukaan
Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945, yaitu pada sila pertama “Ke-Tuhanan,
dengan kewajiban menjalankan syari‘at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” diganti
dengan “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” . perubahan ini ternyata dikemudian hari
menumbuhkan benih pertentangan sikap dan pemikiran yang tak kunjung berhenti
sampai hari ini. Sebab umat Islam menganggap bahwa pencoretan anak kalimat pada
sila pertama Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari‘at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya, oleh PPKI adalah suatu pengkhianatan oleh golongan nasionalis dan
kristen. Karena Rumus Pancasila II telah diterima secara bulat oleh BBUPKI pada
tanggal 17 Juli 1945.

Selanjutnya melalui aksi militer Belanda ke-I dan ke- I , dan dibentuknya negara-
negara bagian oleh Belanda, pemberontakan PKI di Madiun, statemen Roem Royen
yang mengembalikan Bung Karno dan kawan-kawannya dari Bangka ke Jogjakarta,
sedangkan Presiden darurat RI pada waktu itu ialah Mr. Syafruddin Prawiranegara,
sampailah sejarah negara kita kepada konfrensi meja bundar di Den Haag (Nederland).
Konfrensi ini berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 November
1949. dengan ditandatanganinya “Piagam Persetujuan” antara delegasi Republik
Indonesia dan delegasi pertemmuan untuk permusyawaratan federal (B.F.0.) mengenai
“Konstitusi Republik Indinesia Serikat” (RIS) di Seyeningen pada tanggal 29 Oktober
1949, maka ikut berubahlah Rumus Pancasila III menjadi Rumus Pancasila IV. Rumus

Pancasila IV ini termuat dalam mugadimah Undang-Undang Dasar Republik Indinesia



Serikat (RIS), yang bunyinya sebagai berikut:

Mukadimah

Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam
perjuangan kemerdekaan, dengan senantiasa berhati teguh berniat menduduki hak
hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat.

Ini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampailah kepada ringkatan sejarah yang
berbahagia dan luhur.

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam satu piagam negara yang
berbentuk Republik Federasi berdasarkan pengakuan “Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri
kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan keadilan sosial.”

Untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.

Secara jelasnya Rumus Pancasila IV atau pancasila menurut mukadimah Undang-
Undang Dasar RIS tanggal 29 Oktober 1949, adalah sebagai berikut;

a. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

b. Peri-Kemanusiaan.

c. Kebangsaan.

d. Kerakyatan dan

e. Keadilan sosia.

Perubahan yang terjadi antara Rumus Pancasila II dengan Rumus Pancasila IV adalah
perubahan redaksional yang sangat banyak, yang sudah barang tentu akan membawa
akibat pengertian pancasila itu menjadi berubah pula.

Republik Indinesia Serikat tidak berumur sampai 1 tahun. Pada tanggal 19 Mei 1950
ditanda tangani “Piagam Persetujuan” antara pemerintah RIS dan pemerintah RI. Dan
pada tanggal 20 Juli 1950 dalam pernyataan bersama kedua pemerintah dinyatakan,
antara lain menyetujui rencana Undang-Undang Dasar sementara negara kesatuan
Republik Indonesia seperti yang dilampirkan pada pernyataan bersama”. Pembukaan
Undang-Undang Dasar sementara negara kesatuan Repiblik Indonesia seperti yang
dilampirkan pada pernyataan bersama. Pembukaan Undang-Undang Dasar sementara

1950, yang didalamnya terdapat rumus Pancasila, adalah sebagai berikut;



Mukadimah

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri
kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.

Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkat sejarah yang berbahagia dan
luhur.

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang
berbentuk Republik Kesatuan, berdasarkan pengakuan ketuhanan yang maha esa, peri
kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan
kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan yang berdaulat sempurna”.
Untuk jelasnya Rumus Pancasila di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar sementara
dapat disusun sebagai berikut;

a) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

b) Peri-Kemanusiaan.

c) Kebangsaan.

d) Kerakyatan dan

e) Keadilan sosial.

Rumus Pancasila dalam mukadimah Undang-Undang Dasar sementara adalah
merupakan rumus pancasila V. dan ternyata antara Rumus Pancasila IV dan Rumus
Pancasila V tidak ada perubahan baik sistimatikanya maupun redaksinya.

Tetapi setelah dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang menyatakan “Pembubaran
kostituante dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1945”, Rumus Pancasila
mengalami perubahan, baik redaksinya maupun pengertiannya secara esensial dan
mendasar. Sebab setelah itu Bung Karno merumuskan Pancasila dengan menggunakan
" Teori Perasan” yaitu pancasila itu diperasnya menjadi tri sila ( tiga sila) :

sosionasionalisme (yang mencakup kebangsaan Indonesia dan peri kemanusiaan);



Sosio demokrasi (yang mencakup demokrasi dan kesejahteraan sosial dan ketuhanan.
Trisila ini diperas lagi menjadi Ekasila (satu sila); Ekasila itu tidak lain ialah gotong-
royong. Dan gotong royong diwujudkan oleh Bung Karno dalam bentuk nasakom
(nasional, agama dan komunis).

Lebih jelasnya teori perasan Bung Karno dapat disusun sebagai berikut:

1. Pancasila itu diperasnya menjadi tri sila (tiga sila).

2. Trisila terdiri atas:

a) Sosionasionalisme

b) Sosio

c) Ketuhanan.

3. Trisila diperas menjadi Ekasila

4. Ekasila yaitu gotong-royong.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara
sesungguhnya berisi:

1. Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-
Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-
Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

3. Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan
yang adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan
beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa,



yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan.

BAB IV
PENUTUP

A . KESIMPULAN

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia.
Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik
Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai
perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kengaraan. Oleh
karena itu pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap
penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman
Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik dipusat

maupun di daerah.

B . SARAN

Berdasarkan uraian di atas kiranya kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan
falsafah negara kita republik Indonesia, maka kita harus menjungjung tinggi dan
mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa

tanggung jawab

DAFTAR PUSTAKA

http://eri32.wordpress.com/2009/07/31/sejarah-lahirnya-pancasila/






